LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il BOGOR

Nomor : 33 Th.1999 Seri:B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

NOMOR : 19 TAHUN : 1998
TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/XEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II RBOGOR

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah
Nomor 20 Tahun 1997, tentang Retribusi Daerah
sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun
1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
maka Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
perlu disesuaikan;

b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu
Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang

Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan
Jawa Barat (Berita Negara Nomor 8 Tahun 1950);

2. Undang-undang .....
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. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-
pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara
Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3037);

. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3685);

. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, tentang
Pelaksancan Undang-undang Nomor & Tahun 1981,
tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun
1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3258);

. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997, tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
1993, tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Per-
aturan Daerah Perubahan;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun
1997,tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun
1997, tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan
Retribusi Daerah; .

10. Keputusan .....
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10.

11.
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Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun
1997, tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibidang
Retribusi Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Bogor Nomor 9 Tahun 1986, tentang Penunjukan dan
Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil vyang
melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Per-
aturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

MEMUTUSKAN

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;

. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Daerah Tingkat 11 Bogor;

. Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat

II Bogor;
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d. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi-
kan tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Daerah
Tingkat II Bogor;

. Tempat Pembuangan Sementara yang selanjutnya dapat
disingkat TPS adalah tempat penampungan sampah
vang berasal dari lingkungan di desa/kelurahan
sebelum diangkut ke TPA;

. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya dapat
disingkat TPA adalah tempat untuk penampungan,
mengolah dan menusnahkan sampah;

. Sampah adalah 1limbah yang berbentuk padat atau
setengah padat yang berasal dari kegiatan orang
pribadi atau badan yang terdiri dari bahan organik
dan anorganik, logam dan nonlogam vang dapat
terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis/
kotoran manusia dan sampah berbahaya;

1. Badan adalah suatu badan usaha yang meliputi Per-
seroan Terbatas, Perserocan Komanditer, Perseroan
lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah
bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma,
Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi vyang
sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap
serta badan usaha lainnya;

j. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa
vang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah
Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan
umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau
badan;

k. Retribusi .....
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. Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan yang
selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran
atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan vyang
khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerin-
tah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau
badan;

. Rumah teratur ( Real Estat) adalah suatu perumahan
yang telah ditata sedemikian rupa yang memenuhi
kebutuhan perumshan yang ideal baik penataan
lingkungan,bentuk dan jenis konstruksi rumah serta
fasilitas-fasilitas lain berupa fasilitas umum
maupun fasilitas sosial.

. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan
vang menurut peraturan perundang-undangan
retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi;

. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu
vang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi
untuk memanfaatkan pelayanan persampahan/
kebersihan;

. Surat FKetetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya
disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menen-
tukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;

. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar
untuk selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat
Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retri-
busi yang terutang, jumlah kredit retribusi,jumlah
kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya
sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus
dibayar;
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q. Surat FKetetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar
Tambahan untuk selanjutnya disingkat SKRDKBT
adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan
atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;

r, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk
selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputus-
an yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
retribusi karena jumlah kredit retribusi 1lebih
besar dari retribusi yang terutang atau tidak
seharusnya terutang;

s. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk
mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau
keterangan lainnya dalam rangka pengawasan ke-
patuhan pemenuhan Kkewajiban retribusi daerah
berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi
Daerah;

t. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah
adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh
Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya di
sebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan
bukti vang dengan bukti itu membuat terang tindak
pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi
serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
dipungut retribusi atas setiap pelayanan persampahan/
kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
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Pasal 3
(1) Obyek Retribusi meliputi :

a. Pengambilan dan pengangkutan sampah dari sumber
ke TPS dan atau ke TPA;

b. Pengambilan dan pengangkutan sampah dari TPS ke
TPA;

c. Penyediaan TPA;

d. Pengelolaan dan atau pemusnahan sampah di TPA.

(2) Dikecualikan dari obyek retribusi adalah :
a. Pelayanan kebersihan jalan umum;
b. Pelayanan kebersihan taman ruang tempat umum.
Pasal 4
Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan vyang

dapat dikenskan retribusi.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

®etribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan termasuk
Golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis
dan volume sampah.

(2) Jenis .....
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(2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(3)

(1)

(1)

(2)

Pasal ini adalah sampah organik dan anorganik.

Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume
sampah dimaksud dapat ditaksir dengan berbagai
pendekatan, antara lain berdasarkan luas lantai
bangunan rumahtangga, perdagangan dan industri
serta berdasarkan kegiatan usaha di pasar.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan
besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup
biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertim-
bangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini
antara lain biaya pengumpulan, pengangkutan dan
pengolahan sampah dan atau pemusnahan sampah
termasuk sewa lokasi TPA.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 8

Struktur tarif digolongkan berdasarkan pelayanan
yang diberikan, jenis serta volume sampah yang di-
hasilkan dan kemampuan masyarakat.

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai
berikut :

a. Pengambilan .....
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. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan
pemusnahan sampah rumah tangga berdasarkan Luas
Bangunan :

1) <21 m?
2) 21 m® s.d 70 m?
3) 71 m s.d 200 m?
4) 201 m®* s.d 300 m?
5) > 300 m?

750,-/bulan.
2.000,-/bulan.
3.000,-/bulan.
4.000,~/bulan.
6.000,-/bulan.

TETTE

. Pengambilan, pengangkutan dan pengolahan sampah
Khusus bagi Rumah Teratur (Real Estat) ditetap-
kan berdasarkan luas bangunan :

1) 21 m* s.d 70 m?
2) 71 m® s.d 200 m?
3) 200 m®* s.d 300 m?
4) > 300 m?

4.000,-/bulan.
6.000,-/bulan.
7.000,~-/bulan.
8.000,-/bulan.

g8

. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan
pemusnahan sampah, antara lain perkentoran,
pasar, pertokoan dan rumah makan berdasarkan
volume :

1) < 0,51 m3/hari Rp. 10.000,-/bulan.
2) 0,51 s.d 0,75 m3/hari Rp. 15.000,-/bulan.
3) > 0,75 m3/hari Rp. 25.000,-/bulan.

. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan
pemusnahan sampah industri antara lain rumah
sakit, hotel, pabrik berdasarkan volume :

1) < 0,51 m3/hari Rp. 40.000,-/bulan.
2) 0,51 s.d 0,75 m3/hari Rp. 60.000,-/bulan.
3) > 0,75 wm3/hari Rp. 75.000,-/bulan.

(3) Pengambilan .....
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(3) Pengambilan, pengangkutan dan pengolahan sampah di
pasar berdasarkan kegiatan usaha pedagang :

a) Kios Rp. 300,-/hari.
b) Los Rp. 400,-/hari.
c) Awning Rp. 400,-/hari.
d) Kaki Lima Rp. 400,-/hari.
e) Ruko Rp. 500,-/hari.

(4) Penggunaan TPA milik Pemerintah Daerah oleh
pribadi atau badan dikenakan Rp. 3.000,-/m3.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Daerah tempat
pelayanan diberikan.

BAB VIII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 10

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan
SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 11

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan.
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RAB X
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 12

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada
waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi admi-
nistrasi berupa bunga 2 % ( dua persen ) setiap bulan
dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau
kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 13

(1) Retribusi terutang harus dilunasi sekaligus
dimuka.

(2) Tata cara pembayaran, penyetoran,tempat pembayaran
retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 14

(1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat
lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksana-
an penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari
sejak saat jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal
surat teguran atau surat peringatan atau surat
lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi
harus melunasi retribusi yang terutang.
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(3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain
vang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 15

(1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan,
Keringanan dan pembebasan retribusi.

(2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan
retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal ini dengan memperhatikan Xkemampuan Wajib
Retribusi.

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan
retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X1V
KETENTUAN PIDANA
Pasal 16

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajib-
annya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam
pidana kurungan paling lama 6 ( enam ) bulan atau
denda paling banyak 4 ( empat ) Kkali jumlah
retribusi terutang.

(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal
ini adalah pelanggaran.
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BAB XV
PENYIDIKAN
Pasal 17

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan
Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai
Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana
dibidang Retribusi Daerah.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Pasal ini adalah :

a.

menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindzak
pidana dibidang Retribusi Daerah;

. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan

mengenai orang pribadi atau badan tentang
kebenaran perbuatan vyang dilakukan sehubungan
dengan tindak pidana Retribusi;

. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang

pribadi atau badan sehubungan dengan tindak
pidana dibidang Retribusi Daerah;

. memeriksa buku-buku,catatan-catatan dan dokumen

dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana
dibidang Retribusi Daerah;

. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan

bukti pembukuan,pencatatan dan dokumen-dokumen,
serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti
tersebut;

. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka

pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di
bidang Retribusi Daerah;
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g. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggal-
kan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan
sedang berlangsung dan memeriksa identitas
orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana
dimaksud pada huruf e;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak
pidana Retribusi Daerah;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya
dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

.

. menghentikan penyidikan;

=

. melakukan tindakan lain vyang perlu untuk
kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang
Retribusi Daerah menurut hukum vyang dapat
dipertanggungjawabkan.

w
~—

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal
ini  memberitahukan dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut
Unum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 8 Tahun
1996, tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupa-
ten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 3 Tahun 1987 tentang
Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban di Kabupaten
Daerah Tingkat II Bogor dinyatakan dicabut dan tidak
berlaku lagi.

Pasal 19 .....



- 15 -

Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah
ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur
lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini. dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Bogor.

Ditetapkan di : Cibinong.
pada tanggal : 12 September 1998.

\

DUEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  BOGOR
BOGOR
Ketua,

ttd ttd

H. ESO SUKARSO H.M. EDDIE YOSO MARTADIPURA
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Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan :
Nomor : 974.32-010.
Tanggal : 6 Januari 1999.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat 1II Bogor :

Nomor : 33.

Seri : B.

Tanggal : 13 Januari 1999.

S ILAY, GKAT I1 BOGOR
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& G SOEKARIA, AK.
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NIP. 480. 048. 428



